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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Peran Penyuluh Agama Islam  

a. Pengertian penyuluhan agama Islam 

“Penyuluh berasal dari kata “suluh” yang sama artinya dengan obor 

dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat.9 Jadi, penyuluh itu 

menjadi juru penerang penyampai pesan kepada masyarakat tentang 

prinsip-prinsip dan etika nilai keagamaan yang baik.  

Adanya penyuluh agama Islam di Indonesia beriringan dengan 

kebutuhan negara yang memiliki tujuan mensosialisasikan program 

pembangunan dengan bahasa agama, terutama pada periode Orde Baru. 

Presiden Soeharto memberi pernyataan dalam salah satu pidato 

kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 1976, “semakin meningkat dan 

meluasnya pembangunan, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dari masyarakat kita harus makin dimasyarakatkan 

dalam kehidupan, baik dalam hidup orang seorang maupun dalam hidup 

sosial kemasyarakatan”.10 

U. Samsudin mengartikan bahwa “penyuluhan sebagai sistem 

pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan 

seseorang sadar dan yakin akan sesuatu yang dianjurkan nantinya 

                                                           
9 Cikdin, Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di 

Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong,Jurnal Dakwah 

dan Komunikasi, Vol.1, No.1, (2016), 46.   
10 Abdul Basit, Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya, Jurnal 

Dakwah, Vol. XV, No. 1, (2014), 160.   
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membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan 

sebelumnya”.11 Dari arti penyuluhan tersebut, maka Penyuluhan Agama 

dapat juga memiliki arti sebagai sistem pendidikan non-formal dan tanpa 

paksaan mengenai ajaran agama dengan tujuan menjadikan seseorang 

atau umat sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan 

membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan sebelumnya. 

Penyuluhan Agama juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan 

non-formal bersifat praktis untuk seseorang, sehingga mereka 

mempunyai kesadaran, keyakinan dan mampu melaksanakan ajaran 

agama dalam kehidupan sehari-hari (learning by doing). 

“Arti istilah dari Penyuluhan Agama yang disebutkan di atas, yaitu 

sesuatu yang penting untuk dipahami khususnya berkaitan dengan 

pengembangan wawasan yang koheren dan ilmiah tentang penyuluhan 

agama. Penyuluhan Agama sebagai suatu proses berupa bagian dari 

kegiatan dakwah Islam.Secara substantif menurut Syukriadi Sambas 

(2004), “yang sudah dikaji dan diamalkan pada beberapa lembaga 

pendidikan pesantren, yaitu pesantren yang menjadikan beberapa kitab 

tentang dakwah Islam sebagai bahan ajarnya. Diantaranya, meliputi: 

kitab al-Da'wah al-Tammah, Nashaih al-'Ibad, Irsyad al-'Ibad, 

alMursyid al-Amin, al-Nashaih al-Diniyyah, Mau'izhah al-Mu'minin, 

tafsir al-Qur'an yang di dalamnya terdapat penafsiran tentang ayat-ayat 

mengenai dakwah Islam, dan kitab turâts lainnya”. 

                                                           
11 Enjang AS, Dasar-dasar Penyuluhan Islam, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.4, No.14, Juli-Desember, 

(2009), 731.   
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Dari awal, penyuluh agama sebagai ujung tombak Departemen 

Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya 

dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangatlah 

strategis untuk membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat 

serta ikut mendorong peningkatan kualitas kehidupan manusia dalam 

berbagai bidang dari keagamaan maupun pembangunan.12 

Saat ini, penyuluh agama Islam memiiki peran penting untuk 

pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan diri masing-masing 

sebagai insan pegawai pemerintah. Kata lainnya yaitu keberhasilan dalam 

bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat memberi petunjuk  

keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam 

sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki 

tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi 

semakin kompleks.13 

b. Tujuan penyuluhan agama Islam 

Tujuan dari penyuluhan agama islam antara lain adalah 

memberikan pembelajaran tanpa paksaan dan ancaman agar masyarakat 

atau subjek penyuluhan memiliki pemahaman yang cukup tentang agama 

islam. Melalui penyuluhan agama islam, diharapkan agar tercipta sebuah 

pandangan dan kepercayaan atau bertambahnya iman seseorang terhadap 

Allah SWT. Dengan pemahaman dan iman yang kuat maka kehidupan 

                                                           
12 Anis Purwanto, http://anis-purwanto. blogspot. com/2012/04/ peranan-penyuluh-agama- dalam-

pembinaan. htmI (diakses 31 Agustus 2015). 
13 Lihat, Neti Sulistiani, http://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan/penyuluh- agama/vvvvv 

(diakses 4 Juli 2013). 
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seseorang akan menjadi lebih baik karena kedua hal tersebut akan 

memberikan dampak positif dalam kehidupan dan membentuk pribadi 

yang baik, taat, dan takut untuk berbuat buruk.  

c. Fungsi penyuluhan agama Islam 

Fungsi penyuluhan dapat disesuaikan dengan setiap kebutuhan. 

Tetapi pada intinya penyuluhan agama islam memiliki untuk 

membimbing dan membangun insan yang taat terhadap ajaran 

agama.penyuluhan agama Islam dapat berfungsi untuk menguatkan 

tingkat keimanan seseorang, meningkatkan kualitas diri, mematangkan 

pemikiran dan masih banyak lainnya. Tentunya fungsi penyuluhan agama 

Islam dalam masyarakat adalah untuk membentuk komunitas yang hidup 

dengan pegangan aturan agama, mensejahterakan kehidupan berkeluarga 

dan menciptakan masyarakat yang berbahagia dalam hidup sesuai dengan 

tuntunan agama. 

Penyuluh Agama sebagai ujung tombak Departemen Agama dalam 

melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika 

perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya sangat setrategis dalam 

rangka pembangunan mental, moral dan nilai ketaqwaan umat serta turut 

mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang 

baik dibidang keagamaan maupun pembangunan. Penyuluhan Agama 

sebagai sebuah proses yang merupakan bagian dari kegiatan dakwah 

Islam. Penyuluh agama menjadi bagian dari Da’I yaitu orang yang 

melaksanakan tugas dakwah.  
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Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An- Nahl ayat 

125 :  

ادُْعُ الِٰى سَبِيْلِ رَب كَِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتيِْ هِيَ 

ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اعَْلمَُ بِالْمُهْتدَِيْناحَْسَنُُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اعَْلمَُ بمَِنْ   

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 

yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat 

dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat 

petunjuk”.14 
 

Ada juga Firman Allah dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 104 

yang artinya :  

ةٌ يَّدْعُوْنَ الَِى الْخَيْرِ وَيأَمُْ  نْكُمْ امَُّ ىِٕكَ الْمُنْكَ يَنْهَوْنَ عَنِ وَ مَعْرُوْفِ نَ بِالْ رُوْ وَلْتكَُنْ م ِ
ٰۤ
رِ ُۗ وَاوُلٰ

 هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 
“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 

mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”. 

 

Peran penyuluh agama menurut Departemen Agama antara lain 

yaitu : 

1. Penyuluh agama sebagai pembimbing  

“Penyuluh agama memiliki peran sebagai pembimbing umat 

dengan rasa tanggung jawab menggiring masyarakat pada kehidupan 

yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama menjadi pemuka agama 

selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat  

berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang mengajak pada suatu 

yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya 

baik untuk keperluan sarana masyarakat maupun peribadatan.  

                                                           
14 AL-Qur’an Surat An-Nahl ayat 125 



18 
 

“Penyuluh agama sebagai tempat bertanya dan tempat mengadu 

masyarakatnya dalam memecahkan dan membantu menyelesaikan 

masalah, selanjutnya memberi pengarahan dengan nasehat. Penyuluh 

agama menjadi pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam 

problematika agama dan kemasyarakatan, begitu pula dengan masalah 

kenegaraan dalam usaha mensukseskan program pemerintah. 

2. Penyuluh agama sebagai panutan 

“Penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam 

bentuk ucapan dan kata-kata saja dengan sifat kepemimpinannya, 

akan tetapi secara bersamaan mengamalkan serta melaksanakan apa 

yang dianjurkan. Penyuluh agama memberi petunjuk dan penjelasan 

tentang apa yang harus dikerjakan, memulai secara bersama-sama dan 

menyelesaikan bersama-sama pula dalam memimpin masyarakat 

untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Masyarakat dengan penuh 

kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pimpinannya 

dengan adanya keteladanan ini yang ditanamkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Oleh karena itu, Penyuluh agama mengemban tugas berat dan 

penting dalam masyarakat. Sehingga penyuluh agama harus 

menguasai kualifikasi yang baik. Yang mana penyuluh agama harus 

bermoral dan berahlaq mulia serta mempunyai keteladanan yang baik. 

Suatu hal yang tak kalah penting yang harus dimiliki oleh penyuluh 

agama yaitu wawasan yang luas mengenai keagamaan dan keilmuan. 
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Dengan harapan penyuluh agama dapat mempengaruhi masyarakat 

untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. 

d. Pihak penyuluhan agama Islam 

Pihak yang dapat melaksanaan penyuluhan agama bisa berasal dari 

tokoh agama setempat seperti ustadz atau ustadzah yang memiliki 

pengetahuan dan ilmu agama. Pihak keluarga seperti ibu dan ayah juga 

bisa melaksanakan peran memberikan penyuluhan agama kepada anak-

anaknya ketika masih kecil karena keluarga adalah lembaga pertama yang 

dikenal oleh anak. Penyuluhan agama juga bisa dilaksanakan oleh 

lembaga-lembaga dakwah yang mengumpulkan massa dalam satu tempat 

dengan tujuan belajar bersama untuk mendapatkan kehidupan dan 

pemahaman agama yang lebih baik lagi. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Uraian dari hasil penelitian terdahulu yang hampir serupa, serta dapat 

meyakinkan bahwa penelitian ini masih baru maka peneliti akan berusaha 

menelusuri berbagai kepustakaan yang terkait dengan judul ini. Berikut ini 

adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang penulis kaji: 
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Tabel. 2.1 

“Penelitian Terdahulu” 

“Nama Peneliti” “Judul Penelitian” “Hasil Penelitian” 

Bintang Pratama Perspektif Remaja 

Tentang Pernikahan 

Dini (Studi Kasus di 

SMA Negeri 04 Kota 

Bengkulu) 

Mengenai penilaian serta 

tanggapan pada remaja yang 

melakukan pernikahan dini adalah 

kondisi atau kejadian yang tidak 

baik berdampak pada 

kehilangannya masa depan remaja 

secara dini. 

Persamaannya adalah dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian. 

Sumber: hasil kajian penulis, 2021. 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Martyan Mita 

Rumekti dan V. 

Indah Sri Pinasti 

Peran Pemerintah 

Daerah (Desa) Dalam 

Menangani Maraknya 

Fenomena Pernikahan 

Dini di Desa 

Plosokerep Kabupaten 

Indramayu 

“Peran pemerintah desa dalam 

menangani maraknya fenomena 

pernikahan dini. Bahwa 

pernikahan dini yang terjadi di 

Desa Plosokerep Kabupaten 

Indramayu disebabkan oleh 

beberapa faktor baik intern 

maupun ektern”. 

Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti tentang peran dan maraknya 
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pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya yaitu pada subjek penelitian, peneliti 

terdahulu menjadikan pemerintah desa sebagai subjek sedangkan penelitian ini 

menggunakan penyuluh agama di KUA sebagai subjeknya. 

Sumber: hasil kajian penulis, 2021 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Amalia Najah Pernikahan di Bawah Umur 

dan Problematikanya Studi 

Kasus di Desa Kedung Leper 

Bangsri Jepara (Tahun 2015) 

Dampak dari pernikahan 

di bawah umur adalah 

adanya masalah ekonomi 

“Dari penelitian ini menjelaskan dampak psikologis Remaja yang melakukan 

pernikahan dini, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai 

peran penyuluh agama dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini”.15 

Sumber: hasil kajian penulis, 2021 

 

C. Hukum Pernikahan Dalam Islam 

a. Pengertian pernikahan  

“Menurut bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, 

yang secara etimologi artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis 

(melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).16 Perkawinan juga 

memiliki arti pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang artinya al-

                                                           
15 Amalia Najah, Pernikahan di Bawah Umur dan Problematikanya Studi Kasus di Desa 

Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015), (Skripsi, UNISNU Jepara, 2015) 
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-3, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 

456. 
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jam’u dan al-dhamu, yang artinya kumpul/mengumpulkan, saling 

memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wat’i).17 

“Sedangkan menurut terminologi, nikah yaitu akad yang ditetapkan 

syara’ sehingga membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan 

perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan 

laki-laki.18  Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan 

pergaulan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang bukan muhrim.19 

Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3: 

نَ الن ِ لكَُمْ  طَابَ  الْيتَٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاوَاِنْ خِفْتمُْ الَََّّ تقُْسِطُوْا فِى  ءِ مَثنْٰى وَثلُٰثَ وَ  م ِ رُبٰعَ ۚ سَاٰۤ

 دْنٰٰٓى الَََّّ تعَوُْلوُْاُۗ  ُۗ ذٰلِكَ اَ انكُُمْ يْمَ فَاِنْ خِفْتمُْ الَََّّ تعَْدِلوُْا فَوَاحِدةًَ اوَْ مَا مَلكََتْ اَ 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika 

kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya.”20 

 

“Jadi, pernikahan itu adalah sunatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk hidup, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, 

sebagai jalan bagi makhluk hidup untuk berkembang biak, dan 

melestarikan hidupnya.21 

                                                           
17 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2017), 1. 
18 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, 1. 
19 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (buku 1), (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 19. 
20 Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, 77. 
21 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 6. 
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Pandangan Islam tentang pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan 

sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah 

dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti 

ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan 

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 

1 Tahun 1974 Pasal 1). Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan 

Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21: 

وَدَّةً وَّ  ا الَِيْهَا وَجَعلََ بيَْنكَُمْ مَّ نْ انَْفسُِكُمْ ازَْوَاجًا ل ِتسَْكُنوُْٰٓ رَحْمَةً ُۗانَِّ وَمِنْ اٰيٰتِهٰٖٓ انَْ خَلقََ لكَُمْ م ِ

قَوْمٍ يَّتفَكََّرُوْنَ  يٰتٍ ل ِ  فِيْ ذٰلِكَ لََّٰ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu 

merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan 

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. 
 

“Pernikahan adalah sunah nabi Muhammad SAW. Dalam 

pengertiannya, sunnah adalah mencontoh tindak laku nabi Muhammad 

SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia memilki keturunan dan 

keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di 

bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, hal ini telah diisyaratkan 

sejak dahulu dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur’an.  

Istilah nikah dalam bahasa Arab (النكاح). Adapula yang mengatakan 

nikah dan zawaj dalam fiqh (Kamal 1974). Sedangkan menurut istilah 

Indonesia adalah perkawinan. Sekarang ini sering kali ditemukan 
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perbedaan antara pernikahan dan perkawinan tetapi prinsipnya hanya 

berbeda dalam menarik akar katanya saja (Sudarsono 1997).  

b. Persiapan dan kesiapan pra nikah 

Kata pra nikah tersusun dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”, kata 

“pra” dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” yaitu sebuah awalan yang 

memiliki makna “sebelum” (Departeman  Pendidikan dan Kebudayaan). 

“Sedangkan kata “nikah” ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian 

(akad) perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan agama “Kamus 

Besar Bahasa Indonesia”. Pendidikan pra nikah sebagai sebuah proses atau 

upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-

nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan, sebelum 

pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai. Pendidikan pra 

nikah sangatlah penting untuk dipelajari bagi setiap orang berfungsi 

membekali diri supaya mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan 

langgeng. 

“Islam adalah agama yang sangat memperhatikan semua aspek 

kehidupan manusia tak terkecuali pendidikan, sehingga pendidikan pra 

nikah juga di atur di dalamnya. Oleh dari itu, pentinglah kiranya seseorang 

mempelajari tentang pendidikan pra nikah. Dengan adanya pendidikan pra 

nikah seseorang diharapkan dapat memilih calon istri atau calon suami 

yang tepat serta sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat membangun 
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keluarga yang taat akan perintah Allah dan menjadikan keluarga yang 

senantiasa harmonis yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. 

Dalam bukunya Amir Syarifuddin yang berjudul “Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia” memberi penjelasan bahwa pendidikan 

pra nikah dapat menumbuhkan manfaat diantaranya adalah untuk 

mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta 

senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga 

mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat. Tidak akan 

terwujud sebuah keluarga yang bahagia dengan mudah tanpa adanya 

pendidikan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dimulai dari dalam 

keluarga itu sendiri. Jadi, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia 

hendaknya anggota keluarga menyadari pentingnya sebuah proses 

pendidikan yang sesuai dengan syari’at sehingga proses transformasi 

perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam kepribadian 

yang baik yang sesuai dengan tuntunan yang disyari’atkan oleh agama. 

Berdasarkan hadist Nabi mengenai empat kriteria utama yang harus 

dipertimbangkan oleh seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan 

untuk dijadikan istri menjadi konsep materi pembelajaran atau pendidikan 

pra nikah yang diajarkan dalam Islam tentang kriteria memilih pasangan 

hidup. Keempat kriteria tersebut yaitu memilih perempuan dengan 

mengutamakan aspek religiusnya selain dari kekayaan, keturunan, 

kecantikan. Memilih calon suami yang memiliki kekayaan, memiliki strata 
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dan status sosial yang baik, berasal dari keluarga terpandang, dan tampan 

merupakan sebuah kebebasan bagi seorang perempuan. 

“Namun, hal yang paling utama untuk dijadikan pijakan pertama 

ialah aspek akhlak dan agamanya. Rasulullah menganjurkan kriteria utama 

bagi para laki-laki dalam mencari istri, hal tersebut juga dapat dijadikan 

pijakan bagi para perempuan dalam menentukan siapa suaminya kelak. 

Menikah karena sebab kekayaan, keturunan, dan kecantikan atau 

ketampanan, ketiganya adalah kriteria yang bersifat fitrah dalam artian hal 

ini lumrah karena rata-rata kecenderungan manusia seperti itu. Akan 

tetapi, tetaplah dari aspek kebagusan akhlak serta pengetahuan agama yang 

baik untuk dijadikan kriteria utama. 

Hukum nikah dalam Islam, yaitu :22 

1. Sunnat artinya diutamakan yaitu bagi orang yang berkeinginan serta 

mampu memberi nafkah lahir dan batin.  

2. Wajib artinya harus yaitu bagi orang yang mampu memberi nafkah 

lahir batin serta dikhawatirkan berbuat zina (mesum).  

3. Makruh artinya tidak baik yaitu bagi orang yang tidak mampu 

memberi nafkah lahir dan batin.  

4. Haram artinya berdosa/dilarang yaitu bagi orang yang berniat tidak 

baik. 

c. Hak dan kewajiban suami-istri 

                                                           
22 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan, 7-9. 
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“Apabila telah terjadi akad nikah dan sah serta memenuhi syarat dan 

rukunnya, makan hal ini menimbulkan akibat hukum. Dengan demikan, 

hal ini juga akan menimbulkan pula adanya hak dan kewajiban bagi 

seorang suami terhadap istri dan begitu pula sebaliknya. Kehidupan 

pernikahan akan bahagia dan langgeng manakala hak dan kewajiban antar 

suami istri dilaksanakan dengan benar dan keduanya saling tulus 

melakukannya. Pembahasan mengenai ketentuan hak dan kewajiban antara 

suami terhadap istri maupun sebaliknya telah diatur sedemikian detailnya 

di dalam ajaran agama Islam. 

“Hak dan kewajiban antara suami istri di dalam rumah tangga 

menurut ajaran Islam sedikitnya dikelompokkan ke dalam tiga aspek 

sebagai berikut; pertama, kewajiban suami terhadap istri sehingga menjadi 

hak yang didapatkan istri diantaranya adalah mendapatkan perlakuan baik 

dari suami, selalu dijaga dengan baik oleh suami, mendapatkan nafkah 

lahir dan batin, mendapatkan arahan serta pembinaan akhlakul kharimah 

secara berkelanjutan dari suami dengan diiringi kesabaran, memperoleh 

keadilan, serta diberi pelajaran apabila durhaka kepada suami. Jika hak dan 

kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka perkawinan akan 

melahirkan kebahagiaan yang langgeng. 

“Pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga dalam 

Islam dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu: Pertama hak istri yang wajib 

dipenuhi oleh suami dan menjadi kewajiban bagi suami terhadap istri 

adalah mendapat perlakuan baik dari suami, selalu dijaga dengan baik oleh 
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suami, mendapat nafkah lahir dan batin, memperoleh pembinaan akhlak 

dari suami secara terus menerus dengan penuh kesabaran, memperoleh 

keadilan, diberi pelajaran bila durhaka. Kedua, kewajiban seorang istri 

yang harus ditunaikan, sehingga menjadi hak bagi suami diantaranya ialah 

mendapatkan perlakuan dan pelayanan dengan baik yang diberikan oleh 

istri, istri senantiasa memelihara diri sehingga dapat menyenangkan hati 

suami, memelihara harta suami dengan baik, mengurus rumah dan lebih 

senang berada di dalam rumah. Ketiga, adanya keseimbangan tanggung 

jawab kewajiban yang dibebankan dalam rumah tangga dengan hak yang 

didapatkan oleh suami maupun istri.  

“Disamping itu masih ada kewajiban dan hak-hak lain yang harus 

saling dipenuhi oleh suami istri diantaranya adalah; saling mengingatkan 

untuk melakukan hal-hal yang ma’ruf dan mencegah melakukan perbuatan 

munkar, mendampingi baik disaat suka maupun duka, mendidik anak-

anaknya, memberikan teladan dan contoh yang baik bagi anak-anaknya. 

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga suami-istri memiliki 

hak dan kewajiban masing-masing dan bersama.  

1. Hak-hak suami-istri  

a) Hak Istri  

1. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah. 

2. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Seperti 

Firman Allah yang artinya :  

ءَ كَرْهًا ُۗ وَلََّ تعَْضُلوُْهُنَّ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََّ يحَِلُّ لكَُمْ انَْ ترَِثوُا الن سَِاٰۤ

بيَ ِنةٍَ ۚ وَعَاشِرُوْهنَُّ لِتذَْهَبوُْا بِبعَْضِ مَآٰ اٰتيَْتمُُوْ  ٰٓ انَْ يَّأتْيِْنَ بفَِاحِشَةٍ مُّ هُنَّ اِلََّّ



29 
 

ُ فِيْهِ خَيْرًا  يجَْعلََ اللّٰه بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فاَِنْ كَرِهْتمُُوْهُنَّ فعَسَٰٰٓى انَْ تكَْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ

 كَثِيْرًا
“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu 

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali 

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 

kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. 

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak 

menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak 

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang 

banyak di dalamnya”.23 
 

3. Agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya 

adalah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakan, agar 

selalu melaksanakan perintah Allah dan menghentikan segala 

larangan-Nya.24 

b) Hak Suami  

Hak suami atas istri adalah :  

1. Istri hendaklah taat kepada suami dalam melkasanakan urusan 

rumah tangga, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan 

Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.  

2. Mengurus dan menjaga rumah tangga, termasuk di dalamnya 

memelihara anak.25 

c) Hak Bersama Suami-Istri  

Hak-hak bersama diantara kedua suami-istri adalah :  

1. Halalnya pergaulan sebagai suami istri dankesempatan saling 

menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.  

                                                           
23 Al-Qur’an Surat An- Nisaa’ ayat 19, 80 
24 BP4, Buku Pintar Keluarga Muslim, 10-11 
25 Ibid. h. 11. 
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2. Sucinya berhubungan perbesanan. Dalam hal ini istri haram 

bagi laki-laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami 

haram bagi perempuan dari pihak keluarga istri.  

3. Berlakunya hak pusaka-mempusakai Apabila salah seorang 

diantara suami-istri meninggal, maka salah satu berhak 

mewarisi, walupaun keduanya belum bercampur.  

4. Perlakuan dan pergaulan yang baik. Menjadikan kewajiban 

suami-istri untuk saling berlaku dan bergaula dengn baik, 

sehingga suasananya mnjadi tentram, rukun dan penuh dengan 

kedamaian.26 

2. Kewajiban-kewajiban suami-istri  

a) Kewajiban Istri  

1. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang 

ditentukan oleh norma agama dan asusila 

2. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan 

dan mewujudkan kesejahteraan keluarga  

3. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.  

4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta harta benda keluaga.  

5. Menerima dan menghormati pemberian suami serta 

mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, 

cermat dan bijaksana.27 

b) Kewajiban Suami.  

                                                           
26 Ibid. h. 11. 
27 Heri Jauhari Muchtar, Fiqh Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 55. 
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1. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, 

serta menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan dan 

kesejahtaeraannya.  

2. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan 

keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.  

3. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan 

mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.  

4. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai 

dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri 

menderita lahir batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.  

5. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara 

bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.28 

 

D. Perceraian Perspektif Hukum Islam 

a. Pengertian perceraian 

Pengertian dari kata perceraian menurut bahasa Indonesia yaitu 

berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) 

perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. 

Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa 

jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.29 

                                                           
28 BP4, Buku Pintar Keluarga Muslim, 12. 
29 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka : Jakarta. 1997, hal.185 
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“Sebagaimana diketahui bahwa sumber ajaran Islam yang pertama 

adalah Al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan wahyu yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad saw., dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekah 

dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.30 

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif 

hukum, sebagai berikut:  

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 

38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup 

:  

1) Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang 

diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada 

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta 

segala akibat hukumya sejak saat perceraian itu diyatakan 

(diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.  

2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang 

diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada 

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta 

terjadi dan berlaku beserta “segala Perceraian menurut hukum 

agama selain hukum Islam, yang telah dipositifkan dalam Undang- 

                                                           
30 Kutbuddin Aibak, Otoritas dalam Hukum Islam(Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El 

Fadl)”, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, hal. 91 
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian 

yang” gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau 

istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala 

akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaranya pada 

pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil. 

Secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Dengan kata lain, 

memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah 

menurut syariat agama disebut sebagai talak. Meskipun demikian, adanya 

rujuk setelah suami menjatuhkan talak pada istrinya diperbolehkan juga 

dalam Islam, tapi tetap dengan beberapa catatan. Sebenarnya, talak 

merupakan hak suami, artinya istri nggak bisa melepaskan diri dari ikatan 

pernikahan kalau tidak dijatuhkan talak oleh suami.“Meskipun begitu, 

suami juga nggak dibenarkan menggunakan haknya tersebut dengan 

semena-mena dan gegabah dalam memutuskan talak, apalagi jika hanya 

menuruti hawa nafsunya saja. Ucapan talak juga tidak bisa dianggap 

main-main. Ketika talak diucapkan oleh suami secara mutlak, meskipun 

kondisinya sedang bercanda sekalipun, maka talak itu tetap jatuh pada 

sang istri. 

“Perceraian menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan di 

tingkat daerah maupun tingkat nasional. Banyak keluarga yang terkena 

permasalahan perceraian. Akibat yang tidak dikehendaki muncul dari 
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kasus perceraian. Mulai dari kekerasan kecil hingga kekerasan berat yang 

mengakibatkan seseorang terkena hukum penjara. Permusuhan dan 

pertikaian antar keluarga. Anak anak yang terlantar karena perceraian”. 

Dalam rumah tangga permasalahan selalu ada dan apabila tidak bisa 

diselesaikan akan mengakibatkan terjadinya perceraian.  

“Pernikahan usia dini masih banyak terjadi di indonesia. Dimana 

kebanyakan orang tua menikahkan anaknya karena alasan ekonomi, hal 

lainnya juga dipengaruhi alasan sosial dan budaya seperti adat orang tua 

harus menjodohkan anaknya sejak mereka masih kecil, pandangan 

masyarakat yang negatif yaitu dianggap perawan tua terhadap perempuan 

yang menikah di usia 18 tahun. 

Dalam kaiatannya dengan  hukum talak Syarifuddin (2004) 

berpendapat bahwa “walaupun hukum asal dari talak itu sendiri adalah 

makruh, namun berdasarkan keadaan tertentu dalam situasi tertentu, 

maka hukum talak itu dapat berubah tergantung dengan sebab dan 

kondisi yang ada pada keluarga tersebut. Hukum yang Nadab atau 

sunnah ketika kemudharatan akan timbul lebih besar dalam keluarga. 

Mubah atau boleh ketika terdapat manfaat dan tidak ada yang dirugikan. 

Wajib atau mesti bila sumpah seorang suami dilanggar dan 

mendatangkan mudharat bagi sitri. Haram talak saat istri dalam keadaan 

haid dan tidak ada alasan yang menjadi sebab talak tersebut”.  

Ditemukan adanya perbedaan istilah perceraian yang didapat dalam 

hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam sehingga mempengaruhi 
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unsur pelaku perceraian sebagi subjek perceraian. “Penyaluran Pengajuan 

permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama 

dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga 

muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran 

permohonan perceraian bagi warga non muslim. 

“Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya 

perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri 

atau berhenti berlaki bini. Istilah perceraian menurut Undang- Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif 

tentang perceraian menunjukkan adanya”: 

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk 

memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka. 

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu 

kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan 

ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa. 

c. Putusan hukum yang diyatakan oleh pengadilan yang berakibat 

hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. 

“Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa; ”Putusnya 

perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan 

putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu”: 

a. Cerai gugat ( khulu’ ) 
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b. Cerai Talak. 

Putusnya sebuah perkawinan itu dikerenakan keputusan pengadilan 

yang disebut dengan istilah “Cerai batal”. Lebih lanjut, Abdul Kadir 

Muhammad menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dengan istilah- 

istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu: 

a. Penyebutan istilah “Cerai mati dan Cerai Batal” tidak menunjukkan 

kesan adanya perselisihan antara suami istri. 

b. Penyebutan istilah “Cerai Gugat (khulu’) dan cerai talak” 

menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri. 

c. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian 

harus berdasarkan putusan pengadilan. 

b. Faktor Putusnya Perkawinan 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perceraian merupakan salah satu 

penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 

Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan 

dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:  

1. Kematian  

2. Perceraian  

3. Putusan Pengadilan.  

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan 

yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami 

atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI 

menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
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Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

c. Alasan perceraian dan antisipasinya  

“Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar 

bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau 

gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian 

yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang- undang 

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian 

telah di positivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. 

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan 

alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di 

depan sidang pengadilan”. 

Macam-macam perceraian atau putusnya perkawinan menurut 

undang-undang perkawinan bisa terjadi sebab kematian, perceraian dan 

atas keputusan pengadilan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 

huruf a, b dan c Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974. Adapun 

penjelasan sebab-sebab perceraian adalah sebagai berikut: 

a) Kematian 

Putusnya perkawinan sebab kematian dari salah satu suami 

atau isteri, maka pihak lain bisa dan berhak untuk mewarisi harta 

peninggalan yang ditingalkan sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 undang-

undang perkawinan. Walaupun dengan kematian salah satu dari 
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suami atau isteri perceraian secara langsung terjadi dan tidak 

dimugkikan hubungan mereka disambung lagi namun bagi pihak 

isteri tidak bisa segera melangsungkan perkawinan yang baru dengan 

laki-laki lain, karena bagi isteri berlaku masa tunggu. Sebagaimana 

ketentuan pasal tersebut diatas Hilman Hadikusuma menjelaskan 

dalam bukunya Hukum Perkawinan Di Indonesia, bahwa akibat 

hukum dari harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, 

yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.31 

Adapun bagi istri yang cerai karena kematian suaminya 

ditentukan jangka waktu masa tunggu selama 130 hari hal ini sesuai 

dengan penjelasan pasal 39 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 9 

Tahun 1975 yang berbunyi “Apabila perkawinan putus karena 

kematian, waktu tunggu ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh 

hari)”.32 

b) Perceraian 

Perceraian atau putusnya hubungan perkawinan yang 

dimaksudkan di atas adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak 

suami atau isteri yang diajukan dan dilakukan atas adanya izin 

setelah melalui proses persidangan dan disaksikan oleh pihak 

pengadilan, apabila terdapat alasan-alasan perceraian yang 

dimaksudkan. Adapaun mengenai prosedur dan tata cara perceraian 

diatur dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 

                                                           
31 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 

Agama dan Adat, Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 189. 
32 Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Arloka, 2002, hal. 55 
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bahwa “putusnya perkawinan dengan jalan perceraian dapat terjadi 

dengan dua cara dan pengajuan yaitu: perceraian yang diajukan oleh 

pihak suami ataupun pihak isteri ataupun kuasa hukum dari suami 

atau isteri tersebut dan selanjutnya perceraian yang diajukan oleh 

pihak suami disebut dengan cerai talak dan yang diajukan oleh pihak 

isteri disebut cerai gugat.33 

Undang-undang perkawinan membahas tujuan membentuk 

keluarga dan menghindari perceraian. Dibutuhkan alasan dan sebab yang 

kuat “untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan”. Adapun 

alasan yang dimaksud, tercantum dalam penjelasan umum pasal 39 (2) 

UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: 

a. Sebab perzinaan, dan kelakuan buruk dari salah satu mempelai 

b. Dua tahun berturut, ditinggalkan atau salah satu fihak 

meninggalkannya tanpa izin, atau disebabkan ketidakmampuan. 

c. Hukuman penjara yang dijalani oleh salah satu fihak selama 5 tahun 

atau lebih 

d. Berlaku kejam dan penganiayaan, kekerasan berat oleh salah satu 

pihak mempelai 

e. Cacat fisik maupun psikis yang menjadikan sebab, kewajiban suami 

istri tidak dapat terjalani 

f. Tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga karena pertikaian dan 

pertengkaran di kedua fihak. 

                                                           
33 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 268 
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g. Suami melanggar ta’lik talak 

h. Berpindah agama diantara salah satu pihak sehingga kerukunan tidak 

dapat terwujud 

Sedangkan “dalam pandangan islam, memang tidak terdapat 

dalam al-Qur’an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang adanya 

perceraian, sedangkan untuk perkawinan, ada beberapa ayat yang 

menganjurkan melakukannya. Meskipun cukup banyak ayat dalam al-

Qur’an yang mengatur tentang talaq, tetapi isinya hanya mengatur bila 

talaq itu terjadi. Apabila hendak mentalak seharusnya sewaktu istri itu 

berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti 

dalam firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 1:  

ءَ فطََل ِقوُْ   احَْصُوا الْعِدَّةَۚ تهِِنَّ وَ  لِعِدَّ هُنَّ يٰٰٓايَُّهَا النَّبِيُّ اذِاَ طَلَّقْتمُُ الن سَِاٰۤ

 “Hai Nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah dia sewaktu 

masuk ke dalam iddahnya”. 34 

Perceraian dapat dihindari dengan cara penengahan dari pihak 

ketiga yang memberikan saran dan nasihat serta sebagai pihak yang 

menjadi perantara dalam menyelesaikan masalah agar tidak berujung 

kepada perceraian. Ada beberapa cara untuk mengantisipasi agar tidak 

terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga antara lain selalu 

menjaga komunikasi yang baik, tidak saling menyalahkan dan mencoba 

mencari jalan keluar, saling mendengarkan satu sama lain, 

mengutarakan keluh kesah secara baik, luruskan setiap 

                                                           
34 Al-Qur’an Surat At-Thalaq ayat 1 
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kesalahpahaman, belajar memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan 

pasangan, mengubah diri menjadi lebih baik.  

Dalam “peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tantang 

Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 1 Thuan 1974 tentang Perkawinan, 

tepenya pada pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila 

terdapat sejumlah alasan penting yang mendasari nya. Jika bukan 

demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai 

dengan solusi atas gugatan cerai yang diajukan seorang penggugat. 

“Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

mengariskan bahwa perceraian dapat terjadi atau dilakukan kaena 

alasan sebagai berikut: “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi 

pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagianya yang sukar 

disembuhkan”. Alasan ini dapat digunakan unuk mengajukan gugatan 

perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah 

melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu 

perkawinan. Termasuk pembuatan, pemadat dan penjudi, yang 

merupakan pebuatan melangar hukum agama dan hukum positif. 

“Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 

tahun berturut-turut, tanpa mendapa ijin dari pihak lain. Serta tanpa 

alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya. Hal ini terkait 

dengan kewajiban memerikan nafkah baik lahir maupun batin, yang 

bila kemudian salah satu pihakninggalkan pihak lain dalam waktu lama 

tanpa seijin pasangan tersebut, maka akan berakibat pada tidak 
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dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada 

pasangannya. 

“Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat 

mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan 

perceraian di pengadilan. Salah satu pihak mndapat hukuman penjara 5 

tahun, atau yang lebih berat setaelah perkawinan berlangsung. Salah 

satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat 

membahayakan pihak lain. Poin ini menitik beratkan pada 

kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan 

keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap di 

pertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka 

akan lebih baik jika perkawinan tetap dipertahankan namun akan 

berdampak pad keselamatan individu, maka akan lebih baik jika 

perkawinan itu diputus oleh perceraian. 

Dalam “hal ini harus bisabenar-benar bisa dibuktikan, mengenai 

tndakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang/slah 

satu pihak. Dengan demikian alasan tersebut diterima oleh Majelis 

Hakim pemeriksa perkara di pengadilan. Salah satu pihak mendapat 

cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai suami/istri. Tidak dapat dipungkiri bila ikatan 

perkawinan dipengaruhi faktor-faktor jasadiah, terutama masalah 

kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat adan atau penyakit 
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yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh 

salah satu pihak untuk mengajukan gugatan cerai. 

“Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram 

dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila 

pertengkaran tersebut tidak terrelakan dan tak terselesaikan. Jika hal itu 

berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk 

yang lebih besar kedepan, maka diperbolehkan untuk mengajukan 

gugatan perceraian kepada pengadilan. 

d. Dampak sosial dan mental setelah perceraian 

“Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah suatu 

perjanjian perikatan antara seoarang suami isteri, yang sudah berang 

tentu akan mengakibatkan hak-hak dan kewajiban kewajiban bagi 

kedua belah pihak.13 Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan batin antara seorang laki-laki dan 

perempuan sebagai suami isteri yang keduanya bertujuan untuk 

membentuk sebuah keluarga dalam sebuah rumah tangga yang kekal 

abadi. 

“Perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ternyata putusnya perkawinan 

atau terjadi perceraian akibat meninggalnya salah satu pihak, atau 

karena sebab perceraian dan putus atas putusan pengadilan dapat 
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menimbulkan persoalan baru, persoalan yang ada tidak hanya sampai 

pada berpisahnya suami isteri tapi membawa konsekuensi hukum 

tersendiri. 

Untuk ketentuan lebih lanjut tentang akibat yang ditimbulkan dari 

putusnya perkawinan atau perceraian terutama dalam hal putusnya 

perkawinan karena sebab perceraian tercantum dalam Undang-Undang 

Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a). Adapun bunyi Pasal 

tersebut adalah sebagai berikut: “Baik ibu atau bapak tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata 

atas kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan 

anak-anak pengadilan memberikan keputusan”.35 

“Melihat ketentuan dari isi pasal di atas jelas hanya bersifat 

global. Adapun pengaturan pelaksanaaan selanjutnya tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai tata pelaksanaan dari 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mana lebih 

membahas spesifik tentang ketentuan-ketentuan yang ditimbulkan 

sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan. 

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tantang 

Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 1 Thuan 1974 tentang Perkawinan, 

tepenya pada pasal 19 dijelaskan bahwa: “Perceraian boleh dilakukan 

bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasari nya. Jika bukan 

                                                           
35 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arloka, hal 18. 
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demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai 

dengan solusi atas gugatan cerai yang diajukan seorang penggugat” 

Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

mengariskan bahwa perceraian dapat terjadi atau dilakukan kaena 

alasan sebagai berikut: “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi 

pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagianya yang sukar 

disembuhkan”. Alasan ini dapat digunakan unuk mengajukan gugatan 

perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah 

melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu 

perkawinan. Termasuk pembuatan, pemadat dan penjudi, yang 

merupakan pebuatan melangar hukum agama dan hukum positif. 

“Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain 

selama 2 tahun berturut-turut, tanpa mendapa ijin dari pihak lain. Serta 

tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya. Hal ini 

terkait dengan kewajiban memerikan nafkah baik lahir maupun batin, 

yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam 

waktu lama tanpa seijin pasangan tersebut, maka akan berakibat pada 

tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada 

pasangannya. 

“Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat 

mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan 

perceraian di pengadilan. Salah satu pihak mndapat hukuman penjara 5 

tahun, atau yang lebih berat setaelah perkawinan berlangsung. Hampir 
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sama dengan poin b, poin ini juga dapat dijadian sebagai alasan oleh 

salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. Sebab, jika 

salah satu phak sidang menjalani hukuman penjara 5 tahun atau lebih, 

itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai seorag suami atau istri. 

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, 

yang dapat membahayakan pihak lain. Poin ini menitik beratkan pada 

kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan 

keselamatan individu atau salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap 

di pertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, 

maka akan lebih baik jika perkawinan tetap dipertahankan namun akan 

berdampak pad keselamatan individu, maka akan lebih baik jika 

perkawinan itu diputus oleh perceraian. 

“Dalam hal ini harus bisabenar-benar bisa dibuktikan, mengenai 

tndakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang atau 

salah satu pihak. Dengan demikian alasan tersebut diterima oleh 

Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan. Salah satu pihak 

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

“Tidak dapat dipungkiri bila ikatan perkawinan dipengaruhi 

faktor-faktor jasadiah, terutama masalah kebutuhan biologis. Ketika 

salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami/istri dikarenakan cacat adan atau penyakit yang dimilikinya, 
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maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak 

untuk mengajukan gugatan cerai. 

“Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram 

dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila 

pertengkaran tersebut tidak terelakan dan tak terselesaikan. Jika hal itu 

berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk 

yang lebih besar kedepan, maka diperbolehkan untuk mengajukan 

gugatan perceraian kepada pengadilan. 

“Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada prinsipnya 

benar-benar mempersulit terjadinya perceraian, apabila telah diperoleh 

keturunan dalam perkawinan, ketentuan mengenai pembiayaan 

penghidupan anak termasuk pendidikan anak adalah tetap menjadi 

tanggung jawab kedua orang tuanya. Adapun tanggung jawab orang tua 

sebagaiman ketentuan dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 

Perkawinan 1974 ditegaskan oleh Ahnad Azhar Basyir dalam bukunya 

Hukum Perkawinan Islam.36 

Dampak perceraian terhadap mental setiap individu yang terlibat 

seperti suami, istri dan anak adalah adanya ketakutan, kecemasan dan 

kekhawatiran terkait dengan bagaimana keadaan kedepannya. 

Sedangkan untuk dampak sosial adalah dampaknya berlaku kepada 

                                                           
36 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Pres, 2000, hal. 112 
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kehidupan selanjutnya kepada kedua belah pihak, dampak lain 

perceraian yang paling terlihat biasanya terletak pada ekonomi terutama 

bagi istri yang tidak bekerja. Dampak bagi anak akibat perceraian 

sangatlah besar.  

“Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar 

bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, 

sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang 

kedua orang tuanya. Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap 

perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Suasana 

keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar 

dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap 

perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi 

si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat diwaktu 

kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman 

pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam 

kehidupan anak nantinya. “Perilaku keluarga yang utuh, anak-anak 

lebih ceria, aktif, juga mereka memperoleh pendidikan yang layak, 

karena ke utuhan sebuah keluarga sangat berpengaruh terhadap 

pekembangan diri anak. 


